
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 784, 2021 KPU. TND. Pencabutan. 
 
 

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2021 

TENTANG 

TATA NASKAH DINAS KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan tugas, 

fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, dan Organisasi 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 

perlu menyesuaikan pedoman tata naskah dinas di 

lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

b. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 

Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi 

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan hukum dan organisasi, 

sehingga perlu diganti; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Naskah 

Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah 

Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 432); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1763); 
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6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA 

NASKAH DINAS KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI 

PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN/KOTA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 

1. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, 

susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat 

penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan 

dalam komunikasi kedinasan. 

2. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat 

komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima 

oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Lembaga 

Negara dan Pemerintahan Daerah dalam rangka 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. 

3. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah 

sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, 

Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia. 
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4. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan 

kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan 

kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis. 

5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU 

adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang 

bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan 

penyelenggaraan Pemilu. 

6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya 

disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara 

Pemilu di provinsi. 

7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang 

selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga 

penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota. 

8. Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan 

KPU yang berkedudukan di ibukota negara yang bertugas 

membantu pelaksanaan tugas KPU. 

9. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan 

KPU yang berkedudukan di ibukota Provinsi yang 

bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi. 

10. Sekretariat KPU Kabupten/Kota adalah lembaga 

kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota 

kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan 

tugas KPU kabupaten/kota. 

11. Unit Pengolah adalah Biro/Inspektorat Wilayah/Pusat, 

Bagian, dan Subbagian pada Sekretariat Jenderal KPU, 

Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU 

Kabupaten/Kota yang menciptakan dan mempunyai tugas 

dan tanggung jawab untuk mengolah semua arsip yang 

berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di 

lingkungannya. 

12. Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan 

dalam gambar burung garuda sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 
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13. Logo adalah gambar/huruf sebagai identitas Lembaga 

Negara dan Pemerintahan Daerah. 

14. Kertas Permanen adalah kertas yang bebas asam (acid 

free) atau memiliki- tingkat keasaman rendah, memiliki 

keawetan dan daya tahan tinggi dalam jangka waktu 

lama. 

15. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah 

dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada 

pada pemberi mandat. 

16. Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis adalah aplikasi 

pengelolaan arsip dinamis dalam lingkup sistem 

pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, 

dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat 

dan/atau pemerintah daerah. 

17. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum 

yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang 

memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. 

18. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat 

elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan 

identitas yang menunjukkan status subjek hukum para 

pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh 

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. 

19. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri 

atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi 

atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang 

digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. 

 

Pasal 2 

Tata Naskah Dinas di lingkungan KPU berpedoman pada asas: 

a. keamanan; 

b. pembakuan; 

c. pertanggungjawaban; 

d. kecepatan; 

e. ketepatan; dan 

f. keterkaitan 


